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ABSTRAK

Rahmawati, 105251100518. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad
Musyarakah ~ Mutanaqisah  (Study  kasus  analisis putusan  No,
863/Pdt.G/2020/PA Mks). Dibimbing oleh Saidin Mansyur S.S.M.Hum dan
Hasanuddin, SE, Sy. ME.

Ekonomi dalam Islam adalali ilmu yang mempelajari segala perilaku
Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan dapat memperoleh
kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari
pastinya seseorang membutuhkan penghasilan sehingga kebutuhan kita dapat
terpenuhi  dengan _baik: Karéna it ‘sebagian Manusiaberpikir harus
mempunyai usah@i untuk kelangsungan  hidupnya, tctapi tidak jarang orang
kekurangan di dalam mempcradakan modalnva. Tetapi, saatini hal itu bisa tercapai
dengan banyaknya DBuank Syariah yang menyediakan sarana pinjaman dengan
tidak semua peritayaan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya akan ada
permasalahan yang biasa terjadi di dalamnya. Dan jika ada permasalahan yang
terjadi maka biasanya pihak yang merasa dirugikan akan mclaporkan gugatan
kepada Pengadilan Agama, dan disitulah akan diproses bagaimana dalam
menyelesaiakan masalihnya. Maka dari itu penulis bertujuan untuk menganalisis
bagaimanakah proses scrta aturan yang digunakan dalam menyelesaiakan
permasalahan terscbut. apakah memang sesuai dengan hukum acsra dan hukum
syariat Islam yang berlaku atau tidak. '

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskripfif kualitatif yang
dimana menggunakan (ckuik pengumpulan data dengan melakukan stadi pustaka
dan wawancara, Dalam ha! ini wawaancara dilakukan padq salah-satu Pengadilan
Agama yaitu di Pengadilan (Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang
diwawancarai adalah Majelis Hakim yang'telah meaangani sengketa Musyarakah
Mutanaqisah ini.

Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akad
Musyarakah Mutanagisah itu dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang
beracara serta hukum syariat Islam. Namun pihak Bank Svariah harus lebih teliti
lagi dalam setiap akad yang dilakukan schingga dapat meminimalisir adanya
permasalahan lagi.

Kata Kunci : Analisis, Musyarakah Mutanagisah dan Hukum Ekonomi
Syariah.
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A. Latar Belakang Masalah

Ekﬂﬂﬂm.l {tﬂ]ﬂm Islam adals
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Indonesia, perbankan masih berpegang pada system konvensional atau system
bunga bank.

Bank Islam atau Bank Syariah secara teknis mempunyai persamaan
pengertian. Para pakar perbankan islam memberikan beberapa defenisi. Menurut
Karnaen A, Perwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai

' Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011) cet ke-
3, h7




dengmpﬁnsip—pﬁnm‘pixlmyak:ﬁbmkd&ﬂgmtat&mﬁﬁngdmommhyn
mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam. Salah satu unsur yang harus

dijauhi dalam muamalah islam adalah pra ik-praktik yang mengandung unsur

ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha

baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau Cendekiawan Muslim yang tidak

menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits.*

? Muhammad Firdaus, Sofiniha Ghufron, dkk, Konsep & Implementasi Bank Syariah,
(Jakarta: Renaisan, 2005), h.18

* Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama R1, Al-Chur 'an dan Terfemahan, Cet | (Jawa
Barat=Diponegoro, 2013), h47

* Ibid, hal. 19




Pada tahun 1990 para Ulama Cendekiawan Muslim dan praktisi perbankan
menyusmsuatupmgmmmtukmendiﬁkanﬂankkrkm_dimhkjm

Adapun undang-undang perbankan syariah tersebut yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa telah memunculkan persoalan baru, yaitu adanya pilihan
hukum yang mana penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan syariah
berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Namun kewenangan tersebut dieliminir oleh penjelasan

$ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Svariah: dari Teori ke Praktik, cetakan keempat
belas, (Jakarta: Tzkia Cendekia, 2009), h.25

& Abdul Ghofur Anshori, 2007, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah
MadaUniversity Press, h.30,




pasal 55 ayat 1 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Ayat 2
menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian
sengketa selain sebagaimana di
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pada tahun 1992 hanya terdapat 1 unit tetapi pada tahun 2005 sudah ada 20 unit.
Hal disebabkan mungkin karena mayoritas orang-orang yang ada di Indonesia
itu seorang Muslim sehingga mereka tertarik pada system perbankan yang
dilakukan secara syariah. Tetap di sisi lain banyak juga dari kalangan Non
Muslim yang menggunakan system bank syariah ini karena menguntungkan dan

tidak terjerat dengan riba.




Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis akad vang dapat kita
pilih, salah satunya adalah akad Musyarakah Mutanagisah. Musyarakah
mutanagisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan asset (barang)

atau modal salah satu pihak (syar

N

Kewenangan Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah
adalah setelah diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelesaian sengketa
ekonomi syariah didasarkan atas ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang
menyatakan bahwa, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

7 Indonesia, Fatwa Dewan Syari”ah Nasional No: 73/DSN-MUL/XI/2008 Tentang
Musyarakah Mutanagisah, Ketentuan Umum Butir a.




memutus dan, menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak,
sedekah dan ekonomi syariah. B
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kantor advokat dan konsultan hukum M.SYAHRIR NUR, M.Ag & Rekan,
beralamat di Perumahan Nusa Tamalanrea Indah Jalan Mawar Blok EC No.6
Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Selaku kuasa,
berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kelas 1| A Makassar pada tanggal 20 Maret 2020. Serta yang

menjadi Kreditur adalah PT. BANK PERMATA, Thbk Kantor Cabang Makassar,

Beralamat di jalan Jendral Sudirman No. 12 Kota Makassar. Dalam hal ini telah




memberikan kuasa kepada Donny Rustriyandi Dasuki, S.H.. M.H., M. Yusuf
Adidana, S.H., M.H., S.H., Hedi Hudaya, S.H., M. H., Purwo Susanto, S.H.,

Andika Dimas Ramanda, S.H., Devis Dersi Anugrah, S.H., M.H. dan Fandi

pemberian  Fasilitas Musyarakah Mutanagisah Nomor: KK/86102-
171108/N/MOR tertanggal 5 Januari 2018, bahwa dalam fasilitas kredit tersebut
penggugat telah memperoleh pinjaman sebesar Rp. 584.500.000. - (Lima ratus
delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dimana penggugat telah
menjaminkan sebidang tanah beseeta bangunan yang berdiri di atasnya. Seiring
berjalannya waktu penggugat telah menikmati fasilitas kredit yang dia dapat dari




tergugat. Serta, penggugat juga telah melakukan pembayaran rutin setiap bulan
kepada tergugat yang berprofesi sebagai pengusaha kayu.
Setelah beberapa lama penggugat ini mengalami musibah kebakaran

pelelangan, sehingga penggugat mendalilkan bahwa itu adalah perbuatan yang
melanggar hukum. Karena itu, penggugat selaku debitur langsung mengajukan

perkaranya ke Penpadilan Agama Makassar Kelas 1 A. Tetapi karena tergugat
mendalilkan bahwa penggugat telah melakukan prestasi yang terakhir di bulan
Agustus 2019, maka tergugat mengatakan bahwa dalil itu tidak benar. Karena
dalam perjalanan pembiayaan penggugat telah memiliki tunggakan atas
kewajiban pembayarannya. Oleh karena itu, tergugat mengirimkan surat




peringatan pertama pada Tanggal 24 Januari 2019 kemudian surat peringatan ke
Il pada Taggal 25 Februari dan kemudian surat peringatan terakhir, tetapi

penggugat masih tidak memenuhi kewajibannya. Pada tanggal 02 Maret 2020
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hak-haknya sebesar Rp. 50.000.000- dan kerugian material berupa beban pikiran
yang sulit diukur dengan nominal Rp. 1.000.000.000-, atas dasar tersebut maka
tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki hukum dasar atas
timbulnya nominal tersebut. Schingga tuntutan penggugat tersebut menjadi tidak
jelas dan kabur, sehingga sebagaimana dalam ketentuan pasal 8 Rv dan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970, Tanggal

16 Desember 1970 yang menyatakan “Gugatan kabur atau tidak sempurna
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harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Yang mana dipertegas dengan
Yurisprodensi MARI No. 565 K/SIP/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, yang

mana pada pokoknya menyatakan “ Jika gugatan tidak jelas maka gugatan

\\‘ - A y / /,/
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hal penyelesaian sengketanya, sechingga sangat perlu untuk ditinjau lebih jauh.
Oleh karena itu, dari latar belakang di atas penulis sangat tertarik untuk

menganalisis lebih lanjut tentang permasalahan hukum atas putusan sengketa

kasus Ekonomi Syariah tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Akad

* Observasi dan Wawancara dengan bagian Funding Administration BNI Syariah Cabank
Palangka Raya tentang pembiayaan musyarakah mutanagisah, Pada Tanggal 14 Juni 2019, Pukul
11:03 WIB '
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Musyarakah Mutanagisah (Study kasus analisis putusan  No.
863/Pdt.G/2020/PA.Mks)”.

B. Rumusan Masalah
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2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pada akad
Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.

3. Untuk mengetahui hukum acara apa yang menjadi alasan serta dasar
pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan sebagian serta menolak
sebagian permohonan penggugat.




D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Akademisi

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian serta dapat




BABII
TINJAUAN TEORITIS

A. Proses Penyelesaian Sengketa dan Pilihan Hukum Ekonomi Syariah
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Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga dikemudian hari.
Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya, seperti
» Mengenai pembebasan lahan

 Perbankan

 Sengketa Keperdataan




* Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi
oleh Pengadilan Agama).
b. Non-Litigasi

Non-Litigasi adalah penyeless

melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang ditkut

sertakan untuk menyelesaian sengketa seseorang.”
» Penilaian ahli adalah suatu pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat
teknis dan sesuai dengan bidangnya.

# Mengenal Bentuk-Bentuk Penyelesaian Non-Litigasi - PKPA Jakarta." 5 Agu. 2021,
KD m/mengenal-bentuk-bentuk-penyelesaian-non-litigasi/. D'ilk."s&lpldl 1 Feb.

non-litigas




Adapun proses penyelesaian sengketa yang diambil di sini adalah proses
penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan).

2. Tinjauan tentang Pengertian Pilihan Hukum dalam Perbankan Syariah

Pengertian pilihan hukum / \\
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Dari pengertian secara bahasa tersebut dapat kiranya diambil pengertian
bahwa pilihan hukum adalah proses atau perbuatan memilih Undang-Undang
atau peraturan untuk mengatur pergaulan masyarakat. Bila dikaitkan dengan
penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah pilihan hukum berarti para
pihak dalam membuat kontrak dapat ditentukan sendiri hukum mana yang

10 pusat Babasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi keti a, Jakarta : Balai Pustaka, h.874
U fhid, h.410
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dicantumka dalam kontrak yang mereka buat, Pada dasarnya para pihak bebas
untuk melakukan pilihan hukum.

Pilihan hukum tidak bertentangan dengan asas perdata. Sebagaimana telah

Pilihan hukum itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
a. Pilihan hukum secara tegas, artinya para pihak yang mengadakan kontrak
secara legas, maka pilihan hukum tersebut dinyatakan dengan kata-kata yang

menyatakan pilihan hukum tertentu dalam Kontrak tersebut, bilamana hakim

12 M. Yahva Harahap, 1990, Kedudukun Kewenangan dm Acara Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Cetakan [, Jakarta : Pustaka Kartini, hlm. 165




T .

mengadili perkara-perkara kontrak, maka hakim dalam menentukan hukum
yang harus berlaku dalam kintrak tersebut., hakim akan menggunakan pilihan

hukum sebagai titik taut penentunya.

‘; ™ :""
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benar-benar telah menghendaki berlakunya suatu system hukum tertentu.

d. Pilihan hukum secara hipotesis. Dalam pilihan hukum ini tidak ada satu
kemauan dari para pihak untuk melakukan pilihan hukum, sang hakimlah
yang melakukan pilihan hukum tersebut. hakim berkerja dengan suatu fiksi,
seandainya para pihak telah berpikir akan hukum yang harus diberlakukan,
maka hukum manakah yang kiranya yang telah dipilih oleh mereka. Jadi
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sebenarnya pilihan hukum tersebut bukan dari para pihak, melainkan dari
pikiran sang hakim sendiri dengan menggunakan fiksi. '3

¢ & \\\‘“"r(/
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kedua dalam arti masa, pesan penyempurnaan dan janji atau perjanjian.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum
islam. Kata akad berasal dari kata al-*aqd, yang berarti mengikat, menyambung
atau menghubungkan (ar-rabt). Dalam arti istilah menurut Syamsul Anwar akad

1% Sudarg~G autama, Penguntar Hukum Perdata Znternasional, Bandung ;B ina Cipta,
h.177-178

1 Zhid him 16 - 19,

¥ Mariam Darus Badrulzaman, 200 1, Kempilasi Hukum Perikatan, Bandung - Citra
Aditya Bahakti, h. 247
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adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau

lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.'®

Legalitas perjanjian dalam islam bisa dilihat pada QS Al-Maidah/5:1 yang

kamu telah mj Allah sebagai (terhadap sumpah-sumpahmu
itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”™."*

Kata al-‘ahdu juga dapat ditemukan dalam QS Al-Isra’/17:34 yang

berbunyi:

16 Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam
17 Al-Qur’an Al-Karim Depariemen Agama RI, Al-Our ‘an dan Terjemahan. Cet | (Jawa
Barat=Diponegoro, 2013), h.107

® Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, Cet | (Jawa
Barat=Diponegoro, 2013), h.277

Fikih
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Terjemahan:
Ihnlmgﬁnlnh kamu mendekati ez im, kecuali dengan cara yang
lebih baik (bermanfaat) sas Atdhilah janji, sesungguhnya
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terhadap keabsahan suatu perjanjian suatu perjanjian. Tinjauan terhadap ijab

Kabul, sighat akad serta ketentuan subyek dan obyek akad merupakan kajian
dalam hukum Islam menentukan terhadap keabsahan suatu perjanjian. Yang
perlu diketengahkan di sini adalah mengenai kebebasan dalam membuat sebuah

9 Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama R, A5-Qur 'an dan Terjemahan, Cet | (Jawa

Barat=Diponegoro, 2013), h.282
- ™ Abdul Ghok Anshori, 2006, Pokok-pokok Perjanjian Islam di Indonesia, Jogjakarta :

Citra Media, h.20,
2 Ahmad Azhar Basyir, 2000, Asas-Asas Huhm Muamalat (Hukum perdata Islam),

Yogyakarta :UIl Press, h. 65.




perjanjian. Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang vang

melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat

"uv‘\\\
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peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara, hanya melaksankan fungsi
kewenangan mengadili perkara-perkara “tertentu” dan terhadap golongan rakyat
tertentu. Jadi fungsi kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama
ditentukan dua factor yang menjadi ciri keberadaanya. Pertama factor “perkara

tertentu” dan yang ke dua factor golongan “rakyat tertentu™,

* Faturrahman Djamil 200 |, Hukum Perj—iSaynm iah, &laam Kompilasi Hukum
Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaman, Bandung : Cita Aditya Bakti, h. 249



Tentang siapa siapa yang dimaksud dengan golongan rakyat tertentu yang
tunduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan
peradilan agama, telah ditegaskan beberapa kali dalam UU No. 7 Tahun 1989,

Untuk lebih j /
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memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama
islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadagah
berdasar hukum islam.”

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu asas sentral yang terdapat
dalam UU No. 7 Tahun 1989 ialah asas “personalitas ke islaman,” Maksud dari
asas tersebut adalah yang tunduk yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan

lingkungan peradilan agama. hanya mercka yang mengaku pemeluk agama



islam. Penganut agama lain di luar islam atau yang non muslim tidak tunduk dan
tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.™
Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan bidang perkara-perkara
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2 alinea kelima dan keenam dihubungkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (3) dan
pasal 50 maupun dengan penjelasan pasal 50.

Ketentuan-ketentuan  yang dimaksud merupakan landasan pokok
menentukan batas-batas yang jernih fungsi kewenangan mengadili lingkungan

3 M. ahya Harahap,2003, Kedudukan Kewenangan dun Acara Peradilan Agama UU No,
7Tahun 1989, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, h.56
¥ pighlm. 137
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peradilan agama. Dengan penegasan yang jelas ini, tidak timbul lagi kekisruhan
yuridiksi mengadili antara peradilan umum dengan lingkungan peradilan agama.
Dari berbagai ketentuan pasal dan penj
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peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara.

Lingkungan perdata umum dan peradilan tata usaha Negara dilarang untuk
mengklaim dan memasuki bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan
lingkungan peradilan agama, sebab akan terjadi pelanggaran kewenangan
yurisdiksi yang melampaui batas. Batas-batas kewenangan mengadili antar
lingkungan peradilan tersebutlah yang dimaksud dengan “kompetensi ansolut”

 fhid, him. 138




Artinya, apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan,

secara “mutlak” menjadi kewenangan untuk memeriksa dan memutus
perkaranya. Lingkungan peradilan lain sec
mengadilinya.

. Titik Singgung Kewenang;

1 mutlak tidak berwenang untuk
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kegiatan bank perkreditan rakyat dengan isi yang sama menyebutkan bahwa
“menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.”™*’

Secara tegas kegiatan perbankan syariah diatur dalam UU No. 10 Tahun
1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 Tentang perbankan.

K amaen Perwataarmadja, 2005, Bank dun Aswansi Islam di Indonesia, Jakarta :

Kencana, h. 3
" Abdurrahman, 2005, EKsistensi Perbankan Syariah Dalam Pembinaan Ebnomi Uma,

dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia, Bandung : PPIUM, h. 26
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Penyebutan mengenai perbankan syariah dapat dilihat dari pengertian bank yang
terdapat pada pasal | angka 3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah vang

konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah

mengenai penyelesaian sengketa.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa bank
syariah, setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi untuk
menanganinya, yaitu: arbitrase, peradilan umum dan peradilan agama. Dua
lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang seringkali disebut dengan
litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di luar peradilan (litigasi).
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Sejak tahun 2006 penyelesaian sengketa perbankan syariah beralih
menjadi kewenangan pengadilan agama yang dimana sebelumnya di bawah

wewenang peradilan umum, ini berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang
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7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 menegaskan tentang kewenangan
peradilan umum manakala terjadi sengketa kepemilikan atas obyek dari pasal
49, sedangkan ayat 2 merupakan pembahasan eksepsionalnya, di mana ketika
para pihak yang bersengketa adalah orang-orang yang beragama islam, maka
sengketa kepemilikan tersebut diselesaiakan bersama-sama dengan sengketa
yang terdapat pada pasal 49.




Setelah lahirnya UU Perbankan syariah selain Pengadilan Agama yaitu
Pengadilan Negeri dan Arbitrase mempunyai peluang yang sama dalam
menyelesaiakan sengketa syariah.. pasal 55 UU perbankan syariah berbunyi
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syarik yang lain (nasabah).2*

Musyarakah mutaniqasah merupakan produk turunan dari akad
musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau
lebih. Kata dasar dari musyarakah adalah syirkah yang berasal dari kata syaraka-

 Indonesia, Keputusan Dewan Syari“ah Nasional No: 01/DSN-MUIX12013
Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanagisah Dalam Produk Pembiayaan,
Definisi Produk.




yusyrikusyarkan-syarikan-syirkatan  (syirkah), yang berarti kerjasama
perusahaan atau kelompok. Musyarakah atau syirkah adalah merupakan
kerjasama antara modal dan keuntungan, Sementara mutanaqisah berasal dari

e, shun yang berarti mengurangi

kata yatanagishu-tanagish-tanaqish
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modal atau bank dialihkan secara bertahap kepada mitra, sehingga bagian modal
pemmkdmambaukakmmmmmdmpadaakhumasaakad,mmaﬂmn

menjadi pemilik penuh usaha tersebut.*

M. Nﬂmmnmﬂmﬂm}wm&mmnqﬂah,h]m .. _

zaman pdf (diakses pada 17 Maret 2015
™ Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2012), h.250
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Dalam suatu lembaga harus dituntut mempunyai suatu landasan hukum
yang ada begitupun produk-produk dalam perbankan syariah harus dilakukan
keabsahan produk yang ada, tidak hanya pertanggungjawaban kepada hukum

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu™?

Ayat ini memberikan ketegasan kepada umat manusia yang berkongsi dalam
kebaikan untuk selalu mematuhi segala aturan mengenai akad (perjanjian)
dan tidak boleh mengingkarinya jika telah berjanji, agar dikemudian hari

* Departemen Agama R1, Al-Qur'an dan Terjemahan, Cet | (Jawa Barat=Diponegoro,
2013), h.454

2 Departemen Agama R1, Al-Qur 'an dan Terjemahan, Cet | (Jawa Barat=Diponegoro,
2013), h.107
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tidak terjadi permasalahan dan perselisihan yang menghancurkan umat
manusia itu sendiri.

3. Surah Al-Bagarah ayat 233 yang artinya;

|||
VQ\‘“ i

2 Y

yanglam.[hn mhanulmnmnIehihbmkdanapayangmmka
kumpulkan,™*

Ayat ini menerangkan bahwa memang Allah menjadikan sebagian umat
menjadi lebih tinggi beberapa derajat daripada yang lain, agar umat yang

3 Al-Qur’an Al-Karim Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, Cet | (Jawa
Barat=Diponegoro, 2013), h.37

* Al-Quran Al-Karim Departemen Agama R, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, Cet | (Jawa
Barat=Diponegoro, 2013), h491
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kekurangan dapat mengambil manfaat dan bekerjasama demi dan dengan
manfaar tersebut.
. Hadits Rasulullah saw

. HR Abu Hurairah ra yang artj
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internasional, dubutuhkan pula perangkat hukum positif yang mendasari
pijakan perbankan syariah dan produk-produk yang terdapat di dalamnya,

salah satunya yaitu:




e Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari UU yang telah

disahkan oleh DPR dan Presiden R, juga membuat instrument hukum bagi

penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah.
2. Karakteristik Musyarakah Mutanagisah
Karakteristik Musyarakah Mutanagisah semua rukun dan ketentuan yang
ada dalam akad mus;,!arﬂkah. sebagaimana fatwa DSN-MUI No. 8IDSN-

MUTIIV/2000 tentang pembiayaan musyarakah berlaku juga pada Musyarakah

5 Bank Muamalat Indonesia, Panduan Produk Nomor 01/RPDD/PMBY/2010
PanduanPembiavaan iB Syariah Kongsi, 2010, h. 1.




Mutanagisah. Sedangkan ciri-ciri khusus Musyarakah Mutanagisah adalah
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d. Adanya pengalihan unit hishshah. Setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada
bank syariah/LKS, maka nilai yang jumlahnya sama dengan nilai unit hishshah,
secara syariah dinyatakan sebagai pengalihan unit hishshah bank syariah/LKS
secara komersial (naglul hishshah bil wa‘ad), sedangkan nilai yang jumlahnya

% |ndonesia, Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 01/DSN-MULX1/2013 Tentang
Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanagisah Dalam Produk Pembiayaan, Karakteristik
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lebih dari nilai unit hishshah tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang
menjadi hak bank syariah/LKS.

. Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanag
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pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta
berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para
mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar’l
transaksi musyarakah. Berdasarkan fatwa DSN No. 8 Tahun 2000 disebutkan

bahwa setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra

7 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakaria: Prenada Media, 2005, hal
49-50.
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melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur
asset musyarakah dalam proses bisnis normal. Dalam hal pengelolaan asset,

setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset

3. Tujuan akad harus dibenarkan syara’,

d. ljab dan qabul (sighat al-‘aqd) adalah suatu ungkapan para pihak yang
melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau
penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Qabul adalah suatu pemyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang
dilakukan pihak pertama.
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4. Prinsip dan Ketentuan Musyarakah Mutanagisah

Prinsip yang digunakan dalam produk ini adalah akad musyarakah

KHTl

N .
.'

dan dapal mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal;

f. Proyeksi keuntungan dalam pembiayaan musyarakah mutanagisah dapat
didasarkan pada pendapatan masa depan (future income) dari kegiatan
musyarakah mutanaqisah, pendapatan proyeksi (projected income) yang
didasarkan kepada pendapatan historis (historical income) dari kegiatan

_ *® |ndonesia, Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No.01/DSN-MUIXI2013 Tentang
Pedoman Imlementasi Musyarakah Mutanagisah Dalam Produk Pembiayaan, Prinsip dan
Ketentuan.




musyarakah mutanaqisah atau dasar lainnya yang disepakai, Para pihak dapat
menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan proyeksi keuntunga.
g. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanagi
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i. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanaqgisah menggunakan prinsip sewa
menyewa (ijarah), obyek pembiayaan musyarakah mutanagisah boleh diatas
namakan nasabah secara langsung atas persetujuan Bank Syariah/LKS.

j. Nasabah boleh melakukan pengalihan hishshah bank syariah/LLKS sesuai dengan
jangka waktu yang disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas

persetujuan bank syariah/LKS.
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5. Manfaat Musyarakah Mutanaqisah

P oti okl nmiswiiakal sl il bebaap fa
sebagai pembiayaan syariah, diantaranya adalah:

¥ Hosen, Musyarakah, h.11
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METODE PENELITIAN

1 penelitian ini yaitu
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Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A,
tepatnya di JI. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar. adapun objek penelitiannya adalah Hakim Pengadilan Agama
Makassar Kelas 1 A.

. “ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta), 2021,
Cetakan ke-3, h.12
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C. Fokus Penelitian

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Analisis Penyelesaian

dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung
kepada informan.

" Sugiyono, Metode Penclitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta),
2018, Cet Ke-28, h.224




2. Data Sekunder
Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang
terkait dengan akad musyarakah mutanagisah yang berdasarkan tinjauan

-------
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wawancara antara peneliti  dengan informan, dan camera untuk
mendokumentasikan proses penelitian.*?
G. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

menjadi tiga, yaitu observasi, wawancara dan dokumen.

2 Sygiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta), 2018, Cet
Ke-28, h.224




1. Observasi

Menuju  Spradley (Sugiyono, 2018) objek penelitian kualitatif yang
diobservasi dinamakan situasi social vang terdiri atas tiga komponen, yaitu

yang dapat menjelaskan secara mendalam bagaimana tata cara atau proses
penyelesaian sengketa akad musyarakah mutanagisah di Pengadilan Agama
Makassar.

9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta),
2018. Cet Ke, h 228




H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan

identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail schingga memperoleh
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singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart ataupun sejenisnya. Dengan
melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan pada hal-hal
yang penting dicari tema dan polanya.

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

“ Sugiyono, Metode, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D, (Bandung: Alfabeta),
2018, Cet Ke, h.247




Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambara
suatu obyek yang sebelumnya masih renang-renang atau gelap schingga setelah
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Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk

Undang-Undang RI No 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 29
Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No 49
Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No 3400. Adapun isi dari
Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab meliputi 108 pasal.

Ketujuh bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan
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pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan
ketentuan penutup.

1. sebelum PP. No. 45 Tahun 1957

"“‘* uvﬁ») \\
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Manranoka bertempat tinggal di Kampung Laras, Qadhi lain yang dikenal ialah
K.H. Abd. Haq dan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu
berwenang dan berhak mengangkat sendiri yang berhak membantunya guna
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya. dan pada
zaman pemerintahan Belanda pada saat itu dipimpin oleh Hamente.
Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar terbentuk pada Tahun
1960 yang mana itu meliputi pada wilayah Maros, Gowa dan Takalar, karena




pada waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut., jadi
masih disatukan dengan wilayah Makassar.
Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah yang kemudian berkembang

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah mengalami gedung permanen
seluas 150 m2, adapun untuk rencana pembangunan itu selama Lima Tahun,

akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara
yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai
maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan
serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada

Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan
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pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaaan
Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 M2 dan luas
bangunan 1.887,5 M2.
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€). Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A
1) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa dan

\“p\(\i\b S 4 |
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d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

e. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.

f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan
Pengadilan Agama.

g. Mengadakan rapat dinas.

h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

i. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.
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J- Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan
Pengadilan Agama.

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan,

I. Menunjuk dan menetapkan tug

cksekusi star
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¢. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.

d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
Pengadilan Agama.

f. Memantau pelaksaan tuas bawahan.

2. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.

h. Mengadakan rapat dinas.




i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan
Pengadilan Agama/

k. Mengadakan konsultasi deng

VP
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r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.
3) Hakim
a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua
Pengadilan Agama.
b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.
mediasi kepada pihak yang berperkara.

-




d. Membantu Hakim Ketua sidang dalam menyelesaiakan konsep
putusan/penetapan Pengadilan Agama.
e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum syara
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2. Mengadakan rapat dinas.
h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang

i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.




J. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.

L'”;;;; N
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‘. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus
mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara permohonan.
d. Urusan lain yang juga berhubungan dengan masalah perkara perdata
permohonan.
7) Panitera Muda Hukum
a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic
perkara, menyimpan arsip berkas perkara, menyusun laporan perkara serta
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melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama, hisab
rukyah dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

b. Menerima. mencatat, mengc nvalurkan surat-surat masuk/keluar

hukum syara, statistic dan dokumentasi serta ketatalaksanaanya.
j. Menyusun laporan kegiatan sub Kepaniteraan Hukum.
k. Menghimpung klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan Agama.
8) Kepala Sub Bagian Kepegawaian
a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.
b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
¢. Menyususn dan menjadwalkan rencana kegiatan.
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d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab

pengelolaan teknologi informasi dan statistic.

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
¢. Dan lain-lain yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, T1 dan
pelaporan.
10) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
a. Membantu Wakil Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas sub bagian

keuangan.
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b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.
c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama sub bagian
umum.

d. Menyapkan bahan konsep
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l. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

m. Membuat laporan Tahunan (LT). laporan mutasi barang triwulan (LMBT),
dan kartu inventaris barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan dengan

umum.
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n. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan Negara.
11) Panitera Pengganti

a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal

4¢
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12) Jurusita
a. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.
b. Mengetik panggilan pemberitahuan isi putusan.
¢. Melaksankan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak
pencari keadilan.

d, Melaksanakan penyitaan.
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e. Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak yang

f. Membuat berita acara eksekusi dan menghubingi pihak-pihak yang

7

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara bersama

responden dengan salah-satu Masyarakat Makassar yakni Ibu (SR).
“Alhamdulillah pada saat saya itu mengajukan gugatan di Pengadilan
Agama itu kualitas pelayanannya sangaat baik, mereka di sana ramah-
ramah dan sangat membantu pada saat saya merasa kebingungan.™**

% t. Rosmi R. S.Pd, Masyarakat (J. Gontang Raya, Kec Tamalate), Wawancara,
Makassaar, Sabtu, 12 Maret 2022.




Pelayanan di suatu Lembaga manapun memang harus selalu baik apalagi
di lembaga Pengadilan Agama. Karena itu akan menjadi salah-satu penyemangat

Mutanaqisah dapat diaplikasikan sebagai suatu produk pembiayaan berbankan

syariah berdasarkan prinsip syirkah inam, dimana porsi modal salah satu mitra
yaitu Bank berkuran disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial

secara bertahap kepada mitranya yang lain yaitu nasabah.

% St. Rosmi R. 8.Pd, Masyarakat (JI. Gontang Raya, Kec Tamalate), Wawancara,
Makassaar, Sabtu, 12 Maret 2022,

L
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a. Mengenal akad musyarakah Mutanagisah
Musyarakah Mutanagisah adalah adalah produk pembiayaan berdasarkan
prinsip Musyarakah, yaitu syirkatul ‘inan, yang porsi (hishshah) modal salah
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suatu perjanjian antara dua b
kepemilikan barang atau asset yang dimana salah-satu pihak bertambah hak
kepemilikannya seperti antara Bank Syariah dengan Nasabahnya dengan

perjanjian yang harus sesuai dengan aturan Syariat Islan, itulah yang

membedakan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

47 Dira. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
MKGMIA}WWMM,S&MMMM '




b. Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menaggapi sengketa pada akad
Musyarakah Mutanagisah
Dalam menghadapi Sengketa Musyarakah Mutanaqgisah  tentunya
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c. Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi Sengketa akad
Musyarakah Mutanaqisah

Pada setiap pengadilan Agama tentunya banyak terjadi kasus sengketa

Ekonomi Syariah terutama pada akad Musyarakah Mutanagisah, sehingga di

situlah diproses penyelesaiannya sesuai dengan UU dan Syariat Islam.

* Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,




Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.
“ooh tentunya, di Pengadilan Agama itu pasti sangai banyak kasus

sengketa Musyarakah Mutanagisah khususnya lagi di Pengadilan Agama
Makassar ini, walaupun sebmam a banyak juga yang ditolak karena
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d. Factor terjadinya sengketa pada akad Musyarakah Mutanaqisah
Ada banyak factor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah

memiliki masalah di suatu Bank Syariah salah satunya jika memakai sitem akad
Musyarakah Mutanagisah. Dan jika mengalami hal seperti demikian maka bisa
diselesaiakan di Pengadilan Agama.

4 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,




Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau
mengemukakan:

yang tidak lagi mau menunai annya atau membayar hutang-
Nya, berarti debitur ini’tic tkan Prestasi tapi malah
n:rﬂ]akukan Wanpre us vang kami hadapi di
sini yang melaki

va, sehingga pihak
kreditur men FSITasa [ i
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“jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti
merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan
itu prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan,
Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ
bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya
pihak ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai
penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuman itu saja,
maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab
menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang
namanya Musyawarah oleh Hakm untuk mencapai yang namanya

 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Se¢lasa, 01 Maret 2022,
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Putusan. Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus
betul-betul Tlﬂmpmhahkandaﬂ satu tahap ke tahap selanjutnya dan itu
harus teliti.”
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“'Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,

%2 Dra, Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,
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g. Pandangan Majelis Hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para
pihak terhadap penyelesaian sengketa Musyarakah Mutanagisah.
Biasanya orang yang bersengketa di Pengdilan Agama apalagi mengenai
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Agama. Dan tidak menutup kemungkinan pastinya biasa terjadi kendala-kendala
yang dialami oleh Majelis Hakim terkhusus lagi pada sengketa Ekonomi Syariah

pada akad Musyarakah Mutanagisah ini.

% Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,




Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau

mengemukakan kendala-kendala yang dialami pada saat menangani kasus ini
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penting dan juga berpengaruh pada proses selanjutnya. Adapun jika para pihak
tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah ada pemanggilan resmi dan patut

 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.
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maka dapat dianggap scbhagai ketidak seriusan pihak tersebut dalam
mempertahankan hakya.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau
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proses yang sudah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya. Karena sejatinya
kasus seperti ini juga tidak bisa ditentukan karena perkasus.

% Dra, Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama
Makassar Kelas | A) Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022,




I Langkah Majelis Hakim jika salah satu dari pihak yang bersengketa tidak
dapat menerima putusan-Nya
Sesuai dengan pernyataan Ibu (NJ) bila terjadi hal demikian maka yang

secara perkasus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan mempunyai dasar

hukum yang jelas. Dan juga Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum, sama
sekali tidak mempertimbangkan apa alasannya dalam menerima, memeriksa
serta memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat. Tetapi yang
dipertimbangkan adalah petitum si Penggugat.

Dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mengabulkan semua permohonan
penggugat karena ternyata Penggugat juga telah melakukan wanprestasi karena




tidak dapat memenuhi kewajibannya. Di dalam istilah lain bahwa Tergugat tidak

melakukan porse major (keadaan memaksa), sehingga yang dikenakan
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Penggugat baru saja mengalami kecelakaan pada usahanya (kebakaran) tetapi
pihak Bank langsung datang untuk melelang asset Penggugat. Dan pada akhirnya
karena banyaknya tuntutan penggugat kepada Tergugat ternyata hanya sebagian
yang bisa dikabulkan dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan hak-
haknya sepenuhnya, sehingga dinyatakan kurang serius dalam melakukan
kewajiban-Nya oleh karena itu maka dia dinyatakan melakukan wanprestasi.
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Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah

pada QS. Al-Maidah ayat | yang artinya: Hai orang-orang yang beriman!

Penuhilah akad-akad itu. Serta salah saty hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari

Agama Makassar untuk menghindari sengketa atau pertengkaran jika akan
melakukan suatu akad di suatu Bank maka sebaiknya pihak yang mau melakukan
akad seharusnya menganalisis baik-baik tentang akad apa yang akan mercka
sepakati sehingga merecka mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada akad
tersebut, serta selalu merujuk pada aturan syariat Islam karena itulah yang

membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.




Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No, 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan :
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Musyarakah Mutanagisah di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas
alasan bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama, dan penyelesaiannya selalu mengikut pada aturan Undang-undang
beracara yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan
disampaikan oleh Majelis hakim itu sudah dimusyawarahkan bersama para
Hakim sehingga putusan itu sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan yang
berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, akan

73
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tetapi jika tidak dapat menerima putusan-Nya maka mereka boleh
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.
3. Dalam memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim mempunyai suatu
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dalam kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan

oleh sengketa akad Musyarakah Mutanagisah.

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan pinjaman kepada
suatu Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur
sehingga mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad.

Begitupun para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-Nya



sehingga dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan
diberlakukan kepada para calon Nasabahnya.
2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau
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1. Nama Informan

Masyarakat
Ibu St. Rosmi R. 8.pd, dari J1. Go

/':/ AN,

a). Kualitas pelayanan di Pengadilan Agama
b). Kendala yang dialami bagi pencari keadilan

2. Sengketa pada akad Musyarakah Mutanagisah di PengaDILAN
Agama Makassar Kelas 1 A

a). Mengenal akad Musyaraka Mutanagisah




b). Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menanggapi sengketa pada

‘ //ﬂii?\i\%

i). Tindakan yang diambil pada saat menghadapi kendala

i). bagaimana jika salah-satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam
persidangan

k). Cara Majelis Hakim dalam memutuskan perkara sengketa

Musyarakah Mutanagisah




3. Doknml:nthsi

a.
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1). Langkah Majelis Hakim jika salah satu dari pihak yang bersengketa

tidak dapat menerima putusannya

m). Dasar hukum UU bemmﬁyang menjadi pertimbangan dalam

mengabulkan serta’ ‘menolal

mgkﬂﬂ akad Musyarakah Mutanagisah terse

C mﬂhnm penggugat pada




b. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas | A

a2
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